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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN
PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (STUDI PADA OPD DI PROVINSI SUMATERA UTARA)

TEDJO
NPM. 1905170098

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
JIn. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: tedjo9107@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh
Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap
Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah selurun OPD Di Provinsi Sumatera Utara
berjumlah 49 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh
berjumlah 49 orang OPD Di Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan
analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner
Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan
program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi
Pemerintah. Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal
berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan
Kinerja Instansi Pemerintah
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING AND INTERNAL
SUPERVISION ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT
INSTITUTIONS (STUDY OF OPD IN NORTH SUMATRA PROVINCE)

TEDJO
NPM. 1905170098

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
JIn. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: tedjo9107@gmail.com

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of the
application of public sector accounting and internal control on the performance
of government agencies (study on OPD in North Sumatra province). The
approach used in this study is an associative approach. The population in this
study were all OPD in North Sumatra Province totaling 49 people. The sample in
this study used a saturated sampling of 49 OPD people in North Sumatra
Province. Data collection techniques in this study used observation techniques
and questionnaires. Data analysis techniques in this study used a quantitative
approach using statistical analysis using the Auter Model Analysis test, Inner
Model Analysis, and Hypothesis Testing. Data processing in this study uses the
PLS (Partial Least Square) software program. The results of this study prove that
the Application of Public Sector Accounting has an effect on the Performance of
Government Agencies. The Application of Public Sector Accounting and Internal
Control Affects the Performance of Government Agencies

Keywords: Application of Public Sector Accounting, Internal Control and
Performance of Government Agencies
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari
Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk
mensejahterakan masyarakat dengan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan
merata. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan
terdiri dari Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota yang masing-masing
memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Susunan pada
pemerintahan mengalami pergantian dari sistem lama dengan tujuan untuk
terwujudnya pemerintahan yang baik untuk memiliki kekuatan dalam membuat
keputusan kebijakannya

Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, Indonesia memiliki 34 provinsi
dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan
negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan makna
demokrasi yang menyatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat, Indonesia sedang dalam proses mewujudkan pembangunan daerahnya
melalui Kinerja terbaiknya (Lubis et al., 2023)

Penilaian kinerja pada setiap organisasi sangat penting dilakukan
khususnya di pemerintahan baik sebagai penilaian individu maupun penilaian
keseluruhan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan

juga sebagai alat ukur penilaian kinerja periode yang lalu untuk di gunakan



sebagai dasar penyusunan strategi periode selanjutnya. Sebagai organisasi sektor
publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap
terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara
transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah juga dituntut untuk
melakukan pembagian tugas yang baik (Amran, 2019).

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media untuk melaporkan suatu
keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas tuntutan pertanggung
jawaban dalam laporan keuangan. Dengan itu akuntabilitas kinerja dapat tercapai
apabila memenuhi suatu prinsip dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan akan menunjukan kualitas
informasi yang baik jika dalam laporan keuangan dipengaruhi dengan penerapan
standar akuntansi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, departemen dan
lembaga negara yang menjadikan akuntansi sektor publik sebagai patokan dalam
menyelesaikan permasalahan publik (Rahmawati, 2022).

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas
pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan
dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan
mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik
pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan,
ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut

menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil



kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya (Fitriyani &
Herawati, 2019).

Adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang juga merupakan
sebuah kebijakan yang ada di Indonesia yang menyebabkan terbentuknya Good
Governance sebagai syarat untuk mewujudkan segala aspirasiOmasyarakat untuk
memperoleh tujuan serta cita — cita bangsa dan Negara. Jika Good Governance
diterapkan dengan baik maka kinerja dalam suatu oraganisasipun akan baik sesuai
dengan tujuan. Tentunya dari tujuan diatas maka sebuah usahapun harus
dilakukan guna menciptakan pemerintah yang baik yaitu dengan menerapkan
prinsip — prinsip dari Good Governance yang bertujuan untuk menata pemerintah
lebih baik begitupun dengan Negara, Salah satu faktor yang mempengaruh
Akuntabilitas kinerja adalah akuntansi sektor publik (Rahmawati, 2022).

Akuntansi Sektor Publik sendiri merupakan sebuah entitas yang berbeda
dan unik karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa
dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-
transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang
lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya
ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba
(nirlaba) (Heluka et al., 2022).

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga
tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahn nya, pemerintah daerah,
BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja

sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014). Akuntansi sektor publik memiliki



kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.
Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks di
bandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik di
tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan
publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan
swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik
tidak dapat diganti olek sektor swasta.

Akuntansi sektor publik saat ini khususnya di Indonesia semakin
berkembang pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal. Akuntasi sektor publik dapat menuntut sektor
publik untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan publik. Sektor publik
merupakan penyedia layanan terhadap kepentingan masyarakat yang paling
utama di Indonesia dan juga merupakan sarana bagi undang-undang untuk
melaksanakan kebijakan sosial. (Heluka et al., 2022)

Menurut (Haryanto et al., 2013) menyatakan, jika diamati secara lebih
mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi
subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan
akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya
mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah
penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang
efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang
dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan
praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar

terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup



perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi
keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan
pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang
dilakukan pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi Kkinerja instansi pemerintah adalah
pengawasan internal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah
daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat
efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan
administratif (Widyatama et al., 2017)

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa
suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah
ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya Good
Governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas
dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan
pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah

provinsi/kabupaten/kota untuk kepentingan gubernur/bupati/walikota dalam



melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam
kepemimpinannya (Manik & Sari, 2022)

Menurut (Sabeni & Ghozali, 2014) pengawasan intern merupakan suatu
alat dari pemimpin organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah
kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang
telah ditentukan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata mata
dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat
menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit,
keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari Kinerjanya
(Mardiasmo, 2016).

Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis
pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional.
Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat
yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan.
Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh
suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan

pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Pemprov Sumut Yang Rendah
No Indikator Kinerja Interprestasi
1 Pertumbuhan Ekonomi Rendah

2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara  Kurang



Berdasarkan observasi maka dapat ditemukan fenomena yang terjadi
yakni mengenai kinerja intansi pemerintah, bahwa dari anggaran yang telah di
tetapkan selama dua tahun terakhir dari tahun 2021 dan tahun 2022 hampir 90
persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut tidak
mampu menggunakan sepenuhnya anggaran yang telah di sediakan hingga 100
persen, selalu ada sisa dari anggaran tiap tahunnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis
yang dtetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2021. Pengukuran Kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Kepala Daerah. Pengukuran Kkinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (performance gap).
Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang



(performance improvement). Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan
capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
Kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas capaian
indikator Kinerja sasaran.

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah
satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan
perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin
dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur. Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Provinsi telah menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi
dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset
nampak sangat rumit dan complicated, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan,
padahal sebenarnya penyelesaiannya bisa “sangat sederhana. Yang menjadi
permasalahan adalah OPD di Provinsi Sumatera Utara tidak tepat waktu dalam
penyampaian laporan anggaran dan belanja yang diakibatkan oleh anggaran
belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan.

Dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan OPD di Provinsi

Sumatera Utara tahun 2022 bahwa opini yang diberikan berupa Wajar Tanpa



Pengecualian (WTP) dari hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kualitas laporan
keuangan OPD di Provinsi Sumatera Utara sangat baik, akan tetapi
pelaksanaannya tidak semua OPD di Provinsi Sumatera Utara mampu
menggunakan anggaran yang diberikan secara penuh, sementara menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berupa prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP
merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor
Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara)”.

1.2 ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi
tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lemah Pada OPD di
Provinssi Sumatera Utara yang tidak mampu menggunakan anggaran
secara keseluruhan.

2. Tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja oleh
OPD di Provinsi Sumatera Utara yang diakibatkan oleh anggaran belanja

yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan.
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3. Provinsi Sumatera Utara yangmeraih Opini WTP dari BPK akan tetapi
anggaran yang disediakan di tiap OPD di Provinssi Sumatera Utara tidak
terealisasi 100 %.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam
penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja
instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara)?

2. Apakah ada pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi

pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor
publik terhadap Kkinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi
Sumatera Utara).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan internal
terhadap Kkinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi
Sumatera Utara).

1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat,
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Dapat menambah teori atau wawasan pengaruh penerapan akuntansi sektor

publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah
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. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan
pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

Manfaat Praktis

Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang
diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih
memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan
kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi
terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan
akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi

pemerintah.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Kinerja Instansi Pemerintah
2.1.1.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga
publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya
transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan
hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam
pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan Kinerja
keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanyan transparansi dan
akuntabilitas publik (Saragih, 2017).

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama
periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan atau
kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan
bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik
maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik
berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya
pun terdapat perbedaan, tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik yaitu:
mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, memperbaiki kinerja periode
berikutnya dan menciptakan akuntabilitas publik. Informasi mengenai kinerja
sangat penting dalam rangka menciptakan good governance (Alfitriady et al.,

2020)

12
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Menurut (Mulyadi, 2011) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang
dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan (Sutrisno, 2014) kinerja adalah
sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam
melaksanakan aktivitas kerja.

Menurut (Mattoasi et al.,, 2021) Kinerja pemerintah daerah vyaitu
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebujakan yang ditetapkan.
Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang
dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,
sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing- masing dalam rangka upaya
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum
dan sesuai dengan moral maupun etika.
2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2016) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara
lain sebagai berikut :

1. Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja
manajemen.

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
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3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif
untuk memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and
punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
dengan sistem pengukuran kinerja yang Memberikan telah disepakati.

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi.

2.1.1.3 Faktor Faktor Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut (Alfitriady et al., 2020) adapun faktor faktor Kkinerja instansi
pemerintah adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar yang paling utama
dalam setiap organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia organisasi
tidak akan bisa bergerak. Sumber daya manusia dapat didefinisikan
sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam
rangka mencapai strategi dan tujuan yang terus ditetapkan oleh organisasi
tanpa individu yang memiliki keahlian, organisasi tidak dapat mencapai
tujuan.

2. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.
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Penerapan sistem pengendalian intern sangat penting untuk menunjang
perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor untuk
menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan
dari kinerja yang baik. Tujuan dari penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Gaya kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan seorang
pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan
mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
secara efektif dan efisien.
2.1.1.3 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut (Mardiasmo, 2016) indikator kinerja pemerintah yakni value for
money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan
pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat tiga
indikator utama dalam value for money, yaitu sebagai berikut:
1. Ekonomi
Yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang
terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value
yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh

mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang
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digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak
efektif.
2. Efisiensi

Yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau

penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi

merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar
kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas

Yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah

ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome

dengan output.

Menurut (Haryanto et al., 2013) menyatakan bahwa salah satu tuntutan
terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan
konsep value for money dalam aktivitas oragnisasi sektor publik.

1. Value for money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik

yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas. Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokok value for
money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum
cukup.

2. Keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality).

Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity)

yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan

kesejahteraan ekonomi.
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3. Distribusi secara merata (equality).

Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi

pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata
2.2.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik
2.2.1.1 Pengertian Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal
tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap
disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan
definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat
dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha
untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi sektor publik saat ini khususnya di Indonesia semakin
berkembang pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal. Akuntasi sektor publik dapat menuntut sektor
publik untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan publik. Sektor publik
merupakan penyedia layanan terhadap kepentingan masyarakat yang paling
utama di Indonesia dan juga merupakan sarana bagi undang-undang untuk
melaksanakan kebijakan sosial.

Menurut (Bastian, 2014) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik
adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara
dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,
LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan

swasta.
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Menurut (Halim & Kusufi, 2012) bahwa akuntansi sektor publik adalah
suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi
ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah,
LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan
akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatatat,
mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan
untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak
yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan.
2.2.1.2 Jenis Jenis Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat
dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektorpublik yang

berbentuk instansi pemerintah berikut.
a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya:
1) Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial,

Departemen Keuangan dan lain lain.

2) Lembaga dan badan Negara sepeti KPU,KPK, dan lain-lain.
b. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah
seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil,dan

lain-lain.
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Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik pemerintah
merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi
pemerintah, tetapi milik pemerintah. Contohnya:

Perguruan tinggi

Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah

Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian
organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih
khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD).

Organisasi Nirlaba Milik Swasta Organisasi nirlaba milik swasta ini
merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh
pihak swasta. Contohnya:

Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan
lain-lain;

Sekolah dan universitas swasta

Rumah sakit milik swasta.

2.2.1.3 Indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Bastian, 2014) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi

sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain :

1.

Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses
perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus
strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan
membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta
berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan
adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
2. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat
akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan
ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara.
Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan
pengeluaran  organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan  dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat
mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat
dikendalikan melalui anggaran.

3. Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran
publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan
kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada
operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis
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dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini,
proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.
4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan
dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa
yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat
5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi.
Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan,
kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja,
serta realisasi pembiayaan.
6. Audit Sektor Publik
Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi
independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah
memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor
pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara
lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM,
yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk
mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi,

kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima
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umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini
auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.
7. Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas
adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau
pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan
(stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan
sistem pemerintahan yang berlaku.
2.1.3. Pengawasan Internal
2.1.3.1 Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah,
mengetahui  kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan,
meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan,
menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan system
internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan
atau organisasi, pegawai, dan masyarakat (Hasibuan, 2009: 197)Pengawasan
adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah, mengetahui kesalahan,
membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja,
mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang
paling efektif, serta menciptakan system internal kontrol yang terbaik dalam
mendukung terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi, pegawai, dan
masyarakat (Hasibuan, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintan No. 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa: pengawasan internal adalah
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seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksankaan sesuai
dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Menurut (Kadarisman, 2013) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari
pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan.

Sedangkan menurut (Halim & Kusufi, 2012) pengawasan adalah tindakan
untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya
terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal.
Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu
kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan
sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna.
Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan,
pemborosan hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan
tugas- tugas organisasi.

Menurut (Handoko, 2015) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses
untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manejemen tercapai

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal

kegiatan degan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari
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program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan Internal

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu
pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui
pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat
menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan
baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Jenis pengawasan
menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “pengawasan dari
dalam (Internal Control) dan pengawasan dari luar (Eksternal Control)

(13

Pengawasan dari dalam (Internal Control) berarti “ pengawasan yag dilakukan
oleh aparat/unit Pengawasan yang terbentuk didalam organisasi itu sendiri.
Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang
bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk menilai
kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan oganisasi.
Menurut (Mulyadi, 2011) menyatakan bahwa tujuan Pengawasan internal

meliputi

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Efektifitas dan efisiensi operasi

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

2.1.3.3. Indikator Pengawasan Internal

Menurut (Swastha & Handoko, 2002) mengenai hal tersebut :
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1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang diterapkan sejak suatu
pekerjaan belum dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Pengawasan Kkorektif adalah pengawasan yang dilaksanakan untuk
perbaikan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pengawasan
atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan (korektif) terdiri dari langkah-
langkah kerja berikut ini :

a. Menciptakan standar

b. Membandingkan kegiatan yang diperlukan dengan standar yang ada.
c. Melakukan tindakan koreksi

Selanjutnya menurut (Hasibuan, 2019) indikator pengawasan terdiri dari :

1. Preventive Control, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan
dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan
dalam pelaksanaanya. Preventive control ini dilakukan dengan cara:

a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan

b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan

c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan
itu

d. Mengorganisasi segala macam kegiatan

e. Menentukan jabatan, job description, authority, dan resposibility bagi
setiap individu.

f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan

g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
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2. Representative Control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah

terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi

pengulamgan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Representative Control dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.

b.

Membandingkan hasil dengan rencana
Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari

tindakan perbaikannya

c. Memberikan

penilaian  terhadap

pelaksanaannya, jika perlu

dikarenakan sanksi hukuman kepadanya.

d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada

e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana

f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana

melalui training dan education.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 | (Tadjudinsyah | Pengaruh Penerapan Terdapat Pengaruh Yang
& Fitria, Akuntansi Sektor Publik, | Signifikan Akuntansi Sektor
2023) Pengawasan Internal Publik Dan Pengawasan Terhadap
Terhadap Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah
Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang
Daerah dihasilkan positif, Artinya Bahwa
Apabila Semakin Baik Akuntansi
Sektor Publik Maka Cenderung
Meningkatkan Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah,
2 | (Jatmiko, Pengarun  Pengawasan | Pengawasan Internal berpengaruh
2020) Internal,  Akuntabilitas | positif signifikan terhadap Kinerja
Dan Transparansi | Pemerintah Daerah; Akuntabilitas
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Terhadap
Pemerintah
Kabupaten Sleman

Kinerja
Daerah

berpengaruh positif signifikan
terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah; dan Transparansi
berpengaruh positif signifikan
terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah

(Amran, Pengaruh  Pengendalian | Pengendalian Internal berpengaruh
2019) Internal Dan | Signifikan terhadap Kinerja
¢ kol Instansi Pemerintah pada Badan
Pemantfaatan  Teknolog Perencanaan Pembangunan Daerah
Informasi Terhadap | (BAPPEDA)  Kota  Palopo.
Kinerja Instansi | Sehingga  hipotesis  pertama
. inyatakan diterima.
Pemerintah: Pada Badan dinyatakan diterima
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota
Palopo
(Helukaetal., | Dampak Penerapan Good | Sistem pengendalian
2022) Governance, Sistem internalberpengaruh positif
Informasi Akuntansi dan | signifikan terhadap kinerja instansi
Sistem Pengendalian Pemerintah Kabupaten Yahokimo
Internal Terhadap
Kinerja Instansi
Pemerintah
(Irawati & Faktor-Faktor Yang Hasil dari penelitian ini

Agesta, 2019)

Mempengaruhi
Akuntabilitas Kinerja

memperoleh kesimpulan sebagai
berikut : kejelasan sasaran
anggaran, penerapan akuntansi
publik, ketaatan pada peraturan
perundangan dan sistem pelaporan
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap akuntabilitas kinerja
organisasi perangkat daerah (OPD)
kota Bandar Lampung. Sedangkan
pengendalian akuntansi tidak
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap akuntabilitas kinerja
organisasi perangkat daerah kota
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Bandar Lampung

6 | (Peilouw et Pengaruh Penerapan Berdasarkan hasil penelitian maka
al., 2023) Akuntansi Sektor Publik | dapat diambil kesimpulan sebagai
Dan Kualitas Laporan berikut: Penerapan Akuntansi
Keuangan Terhadap Sektor Publik berpengaruh
Akuntabilitas Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah.

(Studi Pada Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
(Bpkad) Kabupaten
Kupang)

2.2. Kerangka Konseptual
2.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja

Instansi Pemerintah

Penyusunan anggaran merupakan salah satu pilar good government yang
merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu
keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung
jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.
Penyusunan anggaran publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Manik & Sari, 2022)

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek
untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi.
Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat

porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan
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pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan
kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang
lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi
khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap
penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya
dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan,
perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan,
serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan
pemerintah (Haryanto et al., 2013).

Akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan paradigma otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini sedang berjalan. Kaitannya dengan
reformasi sektor publik, otonomi daerah menjadi salah satu bagian dari reformasi
sektor publik itu sendiri. (Sari, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Peilouw et al., 2023), (Septiani et
al., 2022), (Gea, 2021), (Rahmawati, 2022), (Tadjudinsyah & Fitria, 2023) dan
(Purba & Amrul, 2018) menunjukkan bahwa penerapan standart akuntansi sektor
publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2.2 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh
aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organiasasi itu sendiri. Aparat
atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan
ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh

organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
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tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
bawahannya internal kontrol (Sanjaya et al., 2021)

Kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan
seseorang. Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk
melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya
dengan hasil seperti yang diharapkan (Alpi, 2019)

Hasil peneltian yang dilakukan oleh (Mubarok et al., 2021), (Jatmiko,
2020), (Tadjudinsyah & Fitria, 2023) dan (Rahayu & Yudi, 2021), menyebutkan
Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah

ini :

Penerapan
Akuntansi
Sektor Publik
Kinerja Instansi

Pemerintah

Pengawasan
Internal

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
2.3 Hipotesis
Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap
masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan
kebenarannya Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya

sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui

penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji.
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Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran
(Suryani & Hendrayani, 2015)
1. Ada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi
pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara).
2. Ada pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah

(Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara).



BAB 3

METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019)
adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua
variabel atau lebih”.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur,
untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi
defenisi operasional adalah:

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel dependen
yakni Kinerja Instansi Pemerintah sebagai (YY) dan variabel independen, yaitu
Penerapana Standar Akuntansi Sektor Publik sebagai (X1) dan Pengawasan
Internal sebagai (X2).

Tabel 3.1.

Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional Skala
Variabel Penelitian Indikator Pengukuran
Kinerja |Kinerja  pemerintah  daerahl. Ekonomi Ordinal

Instansi  |yaitu gambaran  mengenai2. Efisiensi
Pemerintah ftingkat  pencapaian  sasaran3. Efektivitas

(Y) ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran
dari 